
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga raan 
Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

a. bahwa sesuai dengan Pasal 105,105A, 106 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

apabila DPRD dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun 
anggaran berakhir tidak menetapkan persetujuan bersama dengan 

kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang 

APBD dan penetapan APBD mengalami keterlambatan, maka 
kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya 
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk 

membiayai keperluan setiap bulan yang diprioritaskan untuk 

belanja yang bersifat mengikat, belanja yang bersifat wajib dan 
belanja berslfat tetap ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dafam 
dalam huruf a pertu menetapkan Peraturan Bupati T egal tentang 
Pencairan dan Pembayaran Belanja Bersifat mengikat, belanja 

bersifat wajib dan belanja bersifat tetap Kabupaten Tegal Tahun 
Anggaran 2008 ; 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: 3 5' TAHUN 2007 

TENTANG 

PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT, BELANJA 
BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA BERSIFAT TETAP 

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 

BUPATI TEGAL 

BUPATI TEGAL 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389) ; 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentahg Pemerintahan 

Oaerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 

1255, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah denqan Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti 

Undang-undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang Peruoahan Atas 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-Undang (. Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik [ndonesia ·N:dmot 4548) ; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara P~tnerintah Pusat dan PemetitUahan baerah ( 
Lembarah Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lernbaran Nsg~ra Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahuh 1986 tentang Petubahan 

Batas Wilayah KotamEidya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II t~gal ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3321) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4027) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ; 



12. Peraturan Pemerihtah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebaqeirnana telah beberapakali dirubah, terakhir dengan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2007 Nornor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akutansi Pernenntah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2005 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 450~) ; 
, 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54. Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah ( Lembarari N~ara RepJHhk Indonesia tahun 2005 Nomot 

136, Tambahan Le~~arah Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
15. Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana 

Perimbangan ( Lern~aran ~egara Republik Indonesia tahun 2005 
Nomor 137, Tahibskan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) ; 

16. Peraturan Pem~,tU·1tah Nomor 56. tahci,H 2005 tentang Sistem 

lnformasi Keuanglr, Daerah ( Lembaran Negara Republik . Indonesia 
' . :. ; ·•:1 .. 

tahun 2005 :tqbri,~r 13a, tambaKan Lettibaran Negara R~publik 
Indonesia Nottibr 4576) ;; 

17. Peraturarl ~ijrhdrlhtMH Nomot g-,. · T 2thuh. 2005 tentang Hibatt ( 

Lembaran Nei~a~, k~publik lnddHesia tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan L~rnbJt~n ~~gata Re~UbhR lndhnesia Nomor 4577) ; 
18. Peraturan Pemerintilih Nomor 5S t~hun zoos tentang Penqelolaan 

Keuangan Ocierih ( Lembaran N~gara ~epublik Indonesia tahLh 

2005 Nomor 14d, Tambahan Lembaran N~gata Republik lndonE!~ia 
Nomor 4578) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Dan Penerapan Standar Minimal ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 



Pasal 2 

( 1) Belanja yang bersifat mengikat, belanja yang bersifat wajib ,. dan belanja bersifat 

tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

A. Belanja Tidak Langsung : 

1. Uang Representasi DPRD dan tunjangan lainnya ; 

2. Gaji Bupati dan Wakil Bupati dan tunjangan lainnya; 
3. Gaji Pokok PNS dan tunjangan lainnya ; 

Pasal 1 

( 1) Pencairan dan Pembayaran betanja yang bersifat mengikat merupakan belanja 

yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah 

daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

(2) Pencairan dan Pembayaran belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk 

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat 

antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atu melaksanakan kewajiban kepada 

fihak ketiga. 

(3) Pencairan dan Pembayaran belanja yang bersifat tetap adalah belanja untuk 

keperluan belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari . 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENETAPAN PENCAIRAN 
DAN PEMBAYARAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT, BELANJA 
YANG BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA BERSIFAT TETAP 
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 

MEMUTUSKAN: 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang 

Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 

Tahun 2003 Nomor 11) ; 

25. Peraturan Oaerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang 

Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 - 

2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah 

Kabupaten T egal Tahun 2007 Nomor 13) ; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegaf Nomor 15 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tegal Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Oaerah Kabupaten Tegal 

Tahun 2007 Nomor 15) ; 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 8(J)t NOMOR 68 

ELISTIYAWAN 

Diundangkan di Slawi. 
pada tanggal d-8 0€te e ~D 'j- 
SEKRET ARIS DAERA BUPATEN TEGAL 

~ c:::- c . AGUS RIYANTO 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal J.& Ve~ter :JO(Y:t 

BUPATI TEGAL 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Tegal. 

8. Belanja Langsung : 

1. Honorarium Non PNS I Pegawai Tidak Tetap ; 

2. Belanja bahan obat-obatan; 
3. Belanja makan dan minum pasien ; 
4. Belanja alat-alat kesehatan habis pakai; 

5. Belanja penyelenggaraan pendidikan; 
6. Pembayaran layanan jasa / langganan dan keperluan kantor sehari-hari. 

(2) Besarnya pencairan dan pembayaran belanja yang bersifat mengikat, 

belanja yang bersifat wajib dan belanja bersifat tetap sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 setinggi - tingginya sebesar seperduabelas Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. 
Pasal 3 

(1) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) dan ayat (2) dapat dicairkan dan dibayarkan 

sebelum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 disetujui bersama DPRD dan Kepala 

Daerah. 

(2) Belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dapat 

dicairkan dan dibayarkan dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Befanja 
Daerah Tahun 2008 mengalami keterlambatan. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 


